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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

SHQXOLVDQ� EXNX� ´Nafkah Anak Korban Perceraianµ� GDSDW�

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari 

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 

sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku 

ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. 

Adapun buku ini terdiri dari tujuh bab, yaitu bab 1 

tentang hak anak dalam undang-undang, bab 2 tentang hak 

dan tanggungjawab orang tua, bab 3 tentang kewajiban orang 

tua atas hak anak pascaperceraian, bab 4 tentang putusan 

hakim dan hak asuh anak pasca perceraian, bab 5 tentang hak 

pembagian waris anak sebagai ahli waris, bab 6 tentang 

definisi anak diluar kawin, dan bab 7 tentang kedudukan hak 

waris anak anak diluar nikah. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini 

kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, 

mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca. 
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BAB 

1 HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG 

 

 

A. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Sesuai 

Udang-Undang 

Karakter manusia sebagai makhluk ciptaan Allah 

yang paling sempurna yang membedakan dengan 

makhluk lainnya adalah roh manusia yang mempunyai 

dua daya, yaitu daya pikir yang disebut akal dan daya rasa 

yang disebut kalbu. Kedua daya ini dapat dikembangkan 

dan dipertajam melalui prosedur hukum yang telah 

ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadist 

sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

manusia.1 

Daya rasa dipertajam melalui ibadah khusus dan 

ibadah umum berdasarkan ajaran agama Islam. Daya 

piker yang berpusat dikepala yang biasa disebut akal, akan 

dapat dipertajam melalui perenungan, diantaranya 

terjadinya siang dan malam, penciptaan makhluk lainnya 

di alam ini, kehidupan makhluk dalam bentuk ekologi.2 

 

1  Zainuddin Ali, 2011, Pendidikan Agama Islam, Bumi Aksari, 

Jakarta, hal : 15. 
2  Didiek Ahmad Supardie, 2015, Studi Islam, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal : 21-22. 

 

HAK ANAK DALAM 

UNDANG-UNDANG 
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BAB 

2 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA 

 

 

A. Kewajiban Orang Tua di Tinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974  

Sejak terjadinya perkawinan, maka timbullah 

hubungan hukum antara suami dan isteri. Hubungan 

hukum yang dimaksud disini yaitu adanya suatu ikatan 

atau sangkut paut antara keduanya, dan ikatan tersebut 

berupa hak dan kewajiban antara suami isteri seperti yang 

telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang 

tersebut. Diketahui bersama bahwa, hak adalah 

kewenangan atau kekuasaan sedangkan kewajiban adalah 

suatu tindakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk 

dilaksanakan.  

Jadi, hak dan kewajiban antara suami dan isteri 

disini yaitu bagaimana mereka sebagai suami atau isteri 

mengetahui kewenangan mereka masing- masing dan apa 

yang merupakan kewajiban mereka yang harus mereka, 

dalam hal ini suami atau isteri diwajibkan atau diharuskan 

untuk melaksanakannya. 

Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami 

dan isteri dalam melaksanakan tugas mereka masing-

masing demi membentuk atau menciptakan suatu 

keluarga menjadi keluarga yang bahagia, disini juga 

HAK DAN 

TANGGUNGJAWAB 

ORANG TUA 
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BAB 

3 KEWAJIBAN ORANG TUA ATAS HAK ANAK PASCAPERCERAIAN 

 

 

A. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua 

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan 

akibat-akibat hukum bagi ke- dua belah pihak, tidak 

terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Akibat tersebut 

adalah timbulnya hak dan kewajiban. Kenyataannya 

banyak rumah tangga yang tidak dapat mewujudkan 

tujuan tersebut dan akhirnya bercerai, padahal undang-

undang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin 

menekan angka perceraian, karena akibat perceraian 

bukan hanya kepada orang tua tapi kepada anak juga.20 

Mengawal proses perlindungan hak anak korban 

perceraian seharusnya mendapat perhatian khusus, 

namun ternyata belum ada lembaga negara yang fokus 

menangani permasalahan tersebut, walaupun sudah ada 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini 

disebabkan karena belum adanya pembe- rian peran dan 

fungsi secara tegas kepada Komisi Perlindungan Nafkah 

Anak untuk melakukan hal tersebut. 

  

 

20  Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian 

orang tua. Jurnal Authentica, 1(1), 24-41. 

 

KEWAJIBAN ORANG TUA 

ATAS HAK ANAK 

PASCAPERCERAIAN 
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BAB 

4 PUTUSAN HAKIM DAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN 

 

 

A. Penetapan Hak Asuh Anak Pascaperceraian 

Keluarga adalah suatu institusi masyarakat terkecil 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, atau yang disebut 

dengan keluarga inti (nuclar family).36 Masing-Masing 

unsur dari keluarga tersebut memiliki peran dan 

fungsinya masing-masing yang jika berjalan dengan baik 

maka akan terbentuklah keluarga yang harmonis, atau 

biasa dikenal dengan keluarga sakinah mawaddah 

warrahmah tersebut. Pasangan suami istri mengikat diri 

sehidup semati mengarungi kehidupan bersama. Rasa 

saling toleransi dan saling melengkapi senantiasa tercipta 

dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya sering kali 

idealitas perkawinan tidak sesuai dengan realitas yang 

terjadi di kalangan masyarakat. Retaknya rumah tangga 

yang mengarah pada perceraian terus meningkat 

 

36  Brainer Rukhmana, B. (2021). Pergeseran Pengasuhan Anak Dari 

Keluarga Inti (Nuclear Family) Kepada Pengasuhan Oleh Lembaga 

Penitipan Anak Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional (Studi Pada 

Karyawan Perbankan di Kota Malang) (Doctoral dissertation, 

Universitas Muhammadiyah Malang). 

PUTUSAN HAKIM DAN 

HAK ASUH ANAK 

PASCA PERCERAIAN 
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BAB 

5 HAK PEMBAGIAN WARIS ANAK SEBAGAI AHLI WARIS 

 

 

A. Pengertian Anak Menurut Peraturan dan Hak 

Pembagian Waris  

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih 

muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta 

sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi 

lingkungannya. Sementara itu menurut Romli 

Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah 

umur dan belum dewasa, serta belum kawin. 

Ditinjau dari aspHN�\XULGLV��PDND�SHQJHUWLDQ�´DQDNµ�

dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai 

orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under 

age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah 

umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga 

disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali 

(minderjarige onvervoodij).
48 

Pengertian anak dan batasan usianya berdasarkan 

peraturan perundang ² undangan yang berlaku yaitu : 

1. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah 

berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. 

 

48  Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, ,Dasar Hukum Perlindungan 

Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.5. 

HAK PEMBAGIAN 

WARIS ANAK SEBAGAI 

AHLI WARIS 
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BAB 

6 DEFINISI ANAK DILUAR KAWIN 

 

 

A. Status Hukum Anak Diluar Nikah  

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, tentang Perkawinan, seorang anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini 

menyebakan anak-anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan 

bapaknya (orangt tua laki-lakinya). Artinya seorang anak 

yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan 

dengan bapaknya kecuali dalam hubungan keperdataan.  

Akibat hukumnya anak-anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan tentu tidak memiliki hak keperdataan atas 

apa-apa yang dipunyai bapaknya yang singkatnya tidak 

mempunyai hubungan waris dengan orang tua laki-

lakinya. Tolok ukur dari anak yang lahir diluar 

perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan 

mengenai perkawinan itu sendiri menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana menurut ketentuan 

UU No 1 tahun 1974, perkawinan itu sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

DEFINISI ANAK DILUAR 

KAWIN 
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BAB 

7 KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANAK DILUAR NIKAH 

 

 

A. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin 

Menurut BW 

Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa 

sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral, 

artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian 

harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang 

menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun 

harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian, di dalam 

hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang 

berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah 

diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi:  

´0HQXUXW� XQGDQJ-undang, yang berhak menjadi 

ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah 

menurut undang- undang maupun yang diluar 

perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup 

terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. 

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang 

hidup terlama tidak ada, maka semua harta 

peninggalan menjadi milik negara.80 

 

80  Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40. 

KEDUDUKAN HAK 

WARIS ANAK ANAK 

DILUAR NIKAH 
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